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BUPATI BANYUMAS 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR S TAHUN .f DD y' 

TENTANG 

1\JGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATAKERJA 

PADA 

BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN, TELEMATIKA DAN ARSIP DAERAH 

KABUPATENBANYUMAS 

Menimbang 

Mengingat 

BUPA Tl BANYUMAS, 

bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah 

Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan, 

Susunan Organisasi da~ Tatakerja Badan Penelitian Pengembangan, 

Telematika dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumas maka per1u 

ditetapkan Peraturan ~upati tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian 
I 

Tugas Jabatan dan Tatakerja pada Sadan Penelitian Pengembangan, 

Telematika dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumas. 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah; 

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan 

oaerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4437); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai 

Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

4. Peraturan Pemeri~h Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman 

Organisasi Perang~t Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262); 
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Menetapkan 

5. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 

17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 T shun 2003 tentang Pedoman Organisasi 

Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 T ahun 

2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2004 

tentan Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Penelitian Pengembangan, Telematika dan Arsip Daerah 

Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas 

Tahun 2004 Nomor 8 Seri D). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK. FUNGSI, 

URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA PADA BADAN 

PENELITIAN PENGEMBANGAN, TELEMATIKA DAN ARSIP 

DA~RAH KABUPATE, BANYUMAS. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas; 

2. Pemerintah Oaerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas; 

3. Bupati adalah Bupati Banyumas; 

4. Badan adalah Badan Penelitian Perigembangan, Telematika dan Arsip Daerah 

Kabupaten Banyumas; 

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian Pengembangan, Telematika dan 

Arsip Daerah Kabupaten Banyumas; 

6. Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten Banyumas yang memiliki wilayah 

kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat; 

7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah pelaksana sebagian 

tugas Badan Penelitian Pengembangan, Telematika dan Arsip Daerah yang wilayah 

kerjanya dapat meliputi lebih dari satu kecamatan. 
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8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 

wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang 

dalam pelaksanaan tugasnya didasar1(an pada keahlian dan atau keterampilan 

tertentu serta bersifat mandiri. 

9. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung 

jawab, wewenang dan hak seorang dalam satuan organisasi yang dalam 

pelaksanaan tugasnya didasar1(an pada keahlian dan atau keterampilan tertentu 

serta dalam melaksanakan tugasnya mendasar1(an perintah/petunjuk dan 

bertanggung jawab kepada atasan. 

BAB 11 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pua12 

(1) Susunan organisasi Baden, terdiri dari 

a Kepala Baden. 

b Bagian T eta Usaha, terdiri dari: 

1 Sub Bagian Umum; 

2 Sub Bagian Keuangan dan Bina Program; 

c Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari: 

1 Sub Bidang Sosial Ekonomi; 

2 Sub Bidang Pemerintahan, Prasarana dan Teknologi; 

d Bidang lnformasi dan Kearsipan, terdiri dari: 

1 Sub Bidang Pelayanan lnformasi; 

2 Sub Bidang Penerbitan, Kearsipan dan Dokumentasi; 

e Bidang Telematika, terdiri dari: 

t Sub Bidang Teknologi lnforma~i dan Pengolahan Data; 

2 Sub Bidang Sandi dan Teknologi; 

f UPT; 

g Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan susunan organisasi Baden sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini. 

3 



BAB Ill 

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URMAN TUGAS 

Baglan Pertama 

Kepela&adall 

Paull 

Kepala Badan mempunyai tugaa pokok mengelol. pelaksanaan kewenangan di bidang 

pene1itian pengembangan, telematika dan arsip daerah berdasarkan peraturan 

perundang-unctangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati serta ketentuan 

lain dalam rangka optimalisasi pelayanan. 

Paa14 

Untuk metaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Kepala Badan 

mempunyai fungsi: 

a. penetapan kebijakan teknis di bidang penelitian pengembangan, telematika dan 

arsip daerah; 

b. penetapan rencana program kerja Badan; 

c. pengorganisasian pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan 

dan pengawasan di bidang penelitian, pengembangan telematika dan arsip Daerah; 

d. pengkoordinasian pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang penelitian, 

pengembangan telematika dan arsip Daerah; 

e. pengarahan pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data di bidang 

penelitian, pengembangan telematika dan arsip Daerah; 

f. penyelenggaraan pemberian inforrr,asi di bidang penelitian, pengembangan 

telematika dan arsip Daerah; 

g. pelaksanaan koordinasi dengan instarisi pemerintah den swasta; 

h. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Badan; 

i. pembinaan terhadap UPT dan Camat dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan 

dalam lingkup tugasnya; 

j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 

P'8815 

Uraian tugas Kepala Sadan adalah sebagai berikut : 

a. menetapkan kebijakan teknis penge!<>laan penelitian pengembangan, telematika 

dan arsip Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

b. menetapkan rencana, program k~ dan jadwal kegiatan sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

c. rnenjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 
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d. mengorganisasikan penyelenggaraan penefitian pengembangan, telematika, sistem 

informasi dan araip Daerah guna optimalisasi pelayanan; 

e. mengorganisasikan pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap unit kerja 

dalam kegiatan penelitian pengembangan, siatem informaai, telematika dan arsip 

oaerah guna meningkatkan efektivita~ dan efisiensi pelaksanaan; 

f. mengorganiaaaikan pengawasan mat~ aiaran radio, radio komunitas, dan televisi 

swasta agar aeauai dengan ketentuan yang benaku; 

g. merekomendasikan pemberian izin u,aha di bidang pendirian radio siaran swasta, 

televisi swasta dan penerbitan media massa daerah sesuai dengan ketentuan 

perundangan yang bertaku; 

h. mengorganisasikan kegiatan inven1,nsasi, pendataan dan pemutakhiran data 

bidang penelitian pengembangan, si,tem informasi, telematika dan arsip Daerah 

guna optimalisasi pelayanan dan perumusan kebijakan; 

i. memberikan informasi kebijakan umum di bidang penelitian pengembangan, sistem 

informasi, telematika dan arsip Daerah guna meningkatkan pemahaman; 

j. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga 

masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna 

tercapainya sinkronisasi pelaksanaan tugas; 

k. mengendalikan urusan ketatausahaan guna menunjang kinerja dinas; 

I. mengorganisasikan pembinaan, pe'ltberian bimbingan dan pengawasan teknis 

fungsional UPT dan atau Camat de,lam melaksanakan tugas yang dilimpahkan 

dalam lingkup tugasnya; 

m. melaporkan kegiatan bidang penelitia~ pengembangan, sistem informasi, telematika 

dan arsip Daerah sebagai pertanggun~jawaban kegiatan; 

n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang 

tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. 

Bagia,n Kedua 

Kepala Bagian Tata Usaha 

Pasal6 

Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tt,.19as pokok mengelola urusan ketatausahaan 

Badan guna menunjang kegiatan Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 

Pasal7 

Uraian tugas Kepala Bagian Tata Usaha sebagai berikut: 

a. mengkoordinasikan pembuatan rencirna, program dan jadwal kegiatan Sub Bagian 

di lingkup Bagian Tata Usaha sebag~i pedoman pelaksanaan tugas; 
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b. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas 

dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. memberi pengarahan pembuatan konsep mekanisme kerja, tats ruang kantor dan 

usulan target pendapatan Sadan agar terarah, terpadu dan sesuai dengan 

keadaan; 

d. mengkoordinaaikan penyelenggarakan kegiatan Sub Bagian Umum dengan Sub 

Bagian Keuangan dan Bina Program melalui rapat, pertemuan dan pengawasan 

guns adanya sinkronisasi pelaksanaan kegiatan; 

e. mengkoordinasikan pemberian bimbingan dan pembinaan Sub Bagian Umum 

dengan Sub Bagian Keuangan dan Bina Program melalui rapat, kunjungan, 

pengawasan agar diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan bimbingan dan 

pembinaan; 

f. mengoreksi hasil pemeriksaan dan pengawasan Sub Bagian Umum dengan Sub 

Bagian Keuangan dan Bina Program untuk membetulkan kesalahan-kesalahan; 

g. mengkoordinasikan penyelenggaraan penyusunan dan penelitian dokumen 

perencanaan untuk mengetahui kesesuaian dengan program Badan dan stander 

indeks biaya; 

h. mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi, pendataan, dan pemutakhiran data 

yang berkait dengan Sub Bagian Umum serta Sub Bagian Keuangan dan Bina 

Program guna tercapainya sinkronisasi bahan perumusan kebijakan; 

i. memberi informasi kebijakan Kepala Badan melalui konsultasi, penyuluhan, diklat 

dan media lainnya guna rneningkatkan arus informasi pelayanan; 

j. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengawasan Sub 

Bagian Umum dengan Sub Bagian Keuangan dan Bina Program terhadap tugas 

yang dilaksanakan UPT dan atau Kecamatan melalui pembuatan petunjuk 

pelaksanaan, petunjuk teknis dan peninjauan lapangan agar pelaksanaannya lebih 

efektif dan efisien; 

k. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga 

masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna 

mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas; 

I. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan 

prosedur yang ber1aku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat; 

m. membimbing dan menilai kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi pelaksanaan tugas; 

n. melaporkan kegiatan Bagian Tata Usaha kepada atasan sebagai pertanggung 

jawaban kegiatan; 

o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan 

organisasi. 
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Paragraf 1 

Kepala Sub Bagian Umum 

Paull 
Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugaa pokok mengelola adminiatraai aurat 

menyurat dan kearsipan, perpustakaan, kehumaaan, keprotokolan, kepegawaian aerta 

per1engkapan dan rumah tangga Badan guna kelancaran tugas uruaan umum Badan; 

Paull 

Uraian tugaS Kepala Sub Bagian Umum sebagai berikut : 

a. membuat rencana, program dan jadwal kegiatan Sub Bagian Umum sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan dan membagi tugas k'3pada bawahan sesuai dengan uraian tugas 

dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. membuat konsep mekanisme kerja den tata ruang kantor mendasarkan kondisi 

dan ketentuan yang bertaku sebagai bahan pertimbangan dan penetapan atasan; 

d. menyelenggarakan kegiatan administrasi surat menyurat dan kearsipan, 

perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian serta pertengkapan dan 

kerumahtanggaan Badan guna kelancaran tugas urusan umum; 

e. memberikan bimbingan dan pembinaan administrasi pegawai melalui pembuatan 

daftar hadir, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar lainya yang 

berkaitan dengan kepegawaian guna meningkatkan disiplin pegawai; 

f. mengawasi penggunaan sarana dan prasarana Badan agar digunakan sesuai 

kebutuhan Sadan; 

g. memeriksa kondisi dan jumlah barang inventarisasi Badan untuk mengetahui 

kesesuaian dengan daftar inventarisasi Badan dan upaya tindak lanjut; 

h. menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data 

yang berkaitan dengan Sub Bagian Umum sebagai bahan informasi dan analisis; 

i. memberikan informasi kebijakan Kepala Badan melalui wawancara dan atau cara 

lain guna meningkatkan pemahaman_ terhadap kebijakan Kepala Badan; 

j . membina, membimbing dan mengawasi penggunaan sarana dan prasarana Badan 

oleh UPT dan atau Kecamatan guns terwujudnya efektivitas dan efesiensi 

penggunaan; 

k. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga 

masyarakat dan/atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna 

mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas; 

I. membimbing dan menilai kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi pelaksanaan tugas; 

m. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan 

prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat; 
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n. memberikan bimbingan dan peniifian kinerja bawahan guna meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas; 

o. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum kepada atasan sebagai 

pertanggungjawaban kegiatan; 

p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan 

0rganisasi. 

Paragraf 2 

Kepala Sub Baglan Keuangan dan Bina Program 

Pnal 10 

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Bina Program mempunyai tugas pokok mengelola 

pelaksanaan administrasi keuangan, penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan 

serta monitoring dan evaluasi kegiatan Bpdan guna kelancaran urusan keuangan dan 

bina program Sadan. 

Pasal11 

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan dan Bina Program sebagai berikut: 

a. membuat rencana, program dan jadylal kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Bina 

Program sebagai pedoman pelaksanran tugas; 

b. menjabarkan dan membagi tug as kf pad a bawahan sesuai dengan uraian tu gas 

dan tanggungjawabnya untuk kelan~ran pelaksanaan tugas; 

c. menyelenggarakan kegiatan administrasi keuangan, penyusunan dokumen 

perencanaan anggaran dan pelapor,n termasuk di dalamnya Akuntabilitas Kinerja 

lnstansi Pemerintah/Laporan AAuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah 

(AKIP/LAKIP) serta monitoring dan evaluasi kegiatan Badan guna membantu 

kelancaran tugas Badan; 

d. memberikan bimbingan dan pembin,an administrasi keuangan kepada bendahara 

melalui pemeriksaan buku keuangrn Badan dengan mendasarkan ketentuan 

administrasi keuangan yang berlaku ~una terwujudnya disiplin anggaran; 

e. mengawasi pelaksanaan penggunarn anggaran Badan melalui rapat, tinjauan 

lapangan dan pemantauan guna mengetahui permasalahan, hambatan dan upaya 

tindak lanjut; 

f. menyelenggarakan penyusunan dan meneliti dokumen perencanaan dan dokumen 

anggaran untuk mengetahui kesesuaian dengan program Badan dan standar 

indeks biaya; 

g. menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutahiran data yang 

berkaitan dengan Sub Bagian Keuangan dan Bina Program sebagai bahan 

informasi dan analisis; 
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h. memberikan informasi program kerja Sadan melalui wawancara dan atau cara lain 

guna meningkatkan pemahaman tertiadap program Sadan; 

i. membina, membimbing dan mengawasi penggunaan anggaran Badan oleh UPT 

dan atau Kecamatan guna terwujudnya efektivitas dan efesiensi penggunaan; 

j. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga 

masyarakat dan/atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna 

mencapai sinkronisasi pelaksanaan tl-'9as; 

k. membimbing dan menilai kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi pelaksanaan tugas; 

I. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan 

prosedur yang bertaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat; 

m. memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas; 

n. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Bina Program 

kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan; 

o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan 

organisasi. 

Bagi,n Ketiga 

Bidang Penelitia~ dan Pengembangan 

Pafil 12 

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok mengelola penelitian 

dan pengembangan guna menunjang ~rencanaan dan pelaksanaan pembangunan 

Oaerah. 

Pasal13 

Uraian tugas Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut : 

a. mengkoordinasikan pembuatan konsep kebijakan teknis pengelolaan penelitian dan 

pengembangan guna tercapainya sinkronisasi dalam penetapan kebijakan teknis; 

b. mengkoordinasikan pembuatan rencaria, program kerja dan jadwal kegiatan bidang 

penelitian dan pengembangan guna tercapainya sinkronisasi penetapan rencana 

dan program kerja; 

c. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

d. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan bidang penelitian dan pengembangan 

guna tercapainya sinkronisasi pelaksanaan kegiatan; 

e. mengkoordinasikan pemberian bimbingan kepada masyarakat dalam kegiatan 

penelitian dan pengembangan guna te11capainya sinkronisasi pelaksanaan kegiatan; 

f. mengkoordinasikan pembinaan dan pelaksanaan penelitian pengembangan guna 

meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan; 
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g. mengkoordinasikan pengawaan di lingkungan bidang melalui laporan at.au langu,g 

untuk mengetahui peft{embangan, hambatan dan upaya tindak lanjut 

penyelonggaraan penelitian dan pengembangan guna sinkronisasi pelaksanaan 

kegiatan: 

h. memerikSa hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan 8Y81uasi; 

i. membimbing dan menilai kinetja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan 

efisienSi pe&aksanaan tugas; 

j . mengoreksi hasit penetitian kelengkapan administrasi dan atau persyaratan teknis 

perizinan penelitian dan pengembangan untuk mengetahui kesesuaian dengan 

persyaratan yang bertaku; 

k. mengkoordinasikan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data hasil penelitian 

dan pengembangan guna tercapainya sinkronisasi dalam perumusan kebijakan; 

I. memberikan informasi kebijakan strat~is di bidang penelitian dan pengembangan 

kepada pihak yang berkepentingan untµk mewujudkan komunikasi yang sinergis; 

m. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga 

masyarakat wisata dan atau masyara~t terkait baik secara formal maupun informal 

guna ten::apainya sikronisasi pelaksan~an tugas; 

n. melaporkan kegiatan di bidang pen~litian dan pengembangan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kegiatan; 

o. melaksanakan tugas-tugas lain yang ~ibelikan oleh atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya guna ten::apainya tujuan org~nisasi. 

Parrgraf 1 

Sub Bidang Sosial Ekonomi 

Pasal14 

Sub Bidang Sosial Ekonomi mempunyai tugas pokok mengelola urusan penelitian dan 

pengembangan di bidang sosial ekonomi dalam rangka peluang pemanfaatan hasil 

penelitian dalam dunia usaha. 

Pasal15 

Uraian tugas Kepala Sub Bidang Sosial E~onomi adalah sebagai belikut : 

a. membuat konsep kebijakan teknis J)1:!ngelolaan penelitian dan pengembangan di 

bidang sosial ekonomi sebagai ba~an pertimbangan atasan dalam penetapan 

kebijakan teknis. 

b. membuat rencana program kerja dan jadwal kegiatan Sub Bidang Sosial Ekonomi 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

c. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 
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d. menyelenggarakan dan memfasilitasi panelitian dan pengembangan di bidang sosial 

ekonomi guna mendorong interaksi ~r lembaga penelitian dan pengembangan/ 

perguruan tinggi dan dunia usaha aebagai upaya untuk menjamin agar produk 

penelitian dan pengembangan lebih aesuai dengan permintaan; 

e. menyelenggarakan pemberian konsultasi pelaksanaan penetitian dan 

pengembangan di bidang sosial dan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hasil 

penelitian sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku; 

f. membina kepada bawahan untuk m~ningkatkan ketrampilan, profesionalisme dan 

pelayanan dalam pelaksanaan tugas; 

g. memeriksa hasil pelaksanaan tugas ~han sebagai bahan evaluasi; 

h. membimbing dan menilai kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi pelaksanaan tugas; 

i. meneliti kelengkapan administrasi dan atau persyaratan teknis permohonan 

perizinan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan ekonomi untuk 

mengetahui kesesuaian dengan persyaratan yang bertaku; 

j. menyelenggarakan kegiatan inventarirsi, pendataan dan pemutakhiran data hasil 

yang berkaitan dengan Sub Bidanp Sosial Ekonomi sebagai bahan analisis 

kebijakan atasan; 

k. memberikan informasi kebijakan te~nis Sub Bidang Sosial Ekonomi kepada 

masyarakat guna meningkatkan pelay~man; 

I. melaksanakan koordinasi dalam un~ kerja, antar unit kerja, dengan lembaga 

masyarakat dan/atau masyarakat te~ait baik secara formal maupun informal guna 

sinkronisasi pelaksanaan tugas; 

m. melaporkan kegiatan Sub Bidang Spsial Ekonomi sebagai pertanggungjawaban 

kegiatan; 

n. melaksanakan tuga!rtugas lain yang ~iberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya 

dalam guna tercapainya tujuan organisasi. 

Parrgraf 2 

Sub Bidang Pemerintahan, Prasarana dan Teknologi 

Pasal16 

Sub Bidang Pemerintahan, Prasarana dan Teknologi mempunyai tugas pokok 

mengelola urusan penelitian dan pengembangan serta ilmu pengetahuan dan teknologi 

di bidang pemerintahan, prasarana dan teknologi dalam rangka menunjang 

meningkatkan kuantitas den kualitas sumber daya aparatur, sarana dan prasarana serta 
kemampuan penguasaan teknologi. 
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P-117 
Uraian tugas Kepala Sub Bidang Pemerintahan, Prasarana dan T eknologi adalah 

sebagai berikut: 

a. membuat konsep kebijakan tekntS pengelolaan peneOtian dan pengembangan di 

bidang pemerintahan, prasarana dan teknologi Nbagai bahan pertimbangan atasan 

dalam penetapan kebijakan teknis. 

b. membuat rencana program kerja clan jadwal kegiatan Sub Bidang Pemerintahan, 

Prasarana clan Teknologi sebagai pedqman pelaksanaan tugas; 

c. menjabari(an clan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

d. menyelenggarakan dan memfasilitasi penelitian dan pengembangan di bidang 

pemerintahan, prasarana dan teknologi guna menunjang peningkatan kuantitas dan 

kualitas sumber daya aparatur, sarana dan prasarana serta kemampuan 

penguasaan teknologi. 

e. menyelenggarakan pemberian konsultasi pelaksanaan penelitian dan 

pengembangan di bidang pemeriptahan, prasarana dan teknologi untuk 

meningkatkan kualitas hasil penelitian sesuai dengan ketentuan perundangan yang 

berlaku; 

f. membina kepada bawahan untuk meningkatkan ketrampilan, profesionalisme dan 

pelayanan dalam pelaksanaan tugas; 

g. memeriksa hasil pelaksanaan tugas ~wahan sebagai bahan evaluasi; 

h. membimbing dan menilai kinerja b,wahan guna meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi pelaksanaan tugas; 

i. meneliti kelengkapan administrasi dan atau persyaratan teknis perizinan penelitian 

dan pengembangan bidang pemerintahan, prasarana dan teknologi untuk 

mengetahui kesesuaian dengan persy~ratan yang berfaku; 

j. menyelenggarakan kegiatan inventari$8si, pendataan dan pemutakhiran data hasil 

penelitian dan pengembangan sebagai bahan analisis kebijakan; 

k. memberikan informasi kebijakan teknis Sub Bidang Pemerintahan, Prasarana dan 

Teknologi kepada masyarakat guna m~ningkatkan pelayanan; 

I. melaksanakan koordinasi dalam un~ kerja, antar unit kerja, dengan lembaga 

masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna 

sinkronisasi pelaksanaan tugas; 

m. melaporkan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan, Prasarana dan Teknologi sebagai 

pertanggungjawaban kegiatan; 

n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya 

guna tercapainya tujuan organisasi. 



Bagian Keempat 

Bldang lnfo""9i dan Kuralpan 

P-,.al 18 

Bidang lnformasi dan Kearsipan mempunyai tugas pokok rnengelola urusan di bidang 

informasi dan kearsipan dalam rangka optimalisasi pelayanan informasi dan kearsipan. 

P-rl 19 

Uraian tugas Kepala Bidang lnformasi dan Kearsipan adalah sebagai berikut : 

a. mengkoordinasikan pembuatan konsep kebijakan teknis pengelolaan informasi dan 

kearsipan guna tercapainya sinkronisasi dalam penetapan kebijakan teknis. 

b. rnengkoordinasikan pembuatan rencana, program kerja dan jadwal kegiatan Bidang 

lnformasi dan Kearsipan guna tercapainya sinkronisasi penetapan rencana dan 

program kerja; 

c. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

d. mengkoordinasikan penyelenggaraan publikasi dan penerbitan (tabloid, koran, 

brosur dan leaflets) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku guna 

mencapai sinergi datam penyetengga'ian kegiatan; 

e. mengkoordinasikan penyelenggaraan ' pelayanan informasi dan kearsipan agar 

terjalin kerja sama yang harmonis sei;si dan saling mendukung dalam pelaksanaan 

tugas; 

f. mengkoordinasikan penyelenggaraan pameran/expo lintas sektoral agar diperoleh 

sinergi dalam penyetenggaraan kegiat~n; 

g. mengkoordinasikan pembinaan lem~ga informasi dan komunikasi masyarakat 

dalam rangka peningkatan kualitas da11 kuantitas pelayanan informasi; 

h. mengkoordinasikan pengawasan materi siaran radio, televisi swasta dan radio 

komunikasi masyarakat guna menjaga jangan sampai terjadi bias informasi; 

i. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi; 

j. membimbing dan menilai kinerja b~han guna meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi pelaksanaan tugas; 

k. mengoreksi hasil penelitian kelengkaJ:l&n administrasi dan atau persyaratan teknis 

perizinan pendirian radio siaran swas9, televisi swasta dan penerbitan media massa 

daerah untuk mengetahui kesesuaian ~engan persyaratan yang berlaku; 

I. mengkoordinasikan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data guna 

tercapainya sinkronisasi bahan perumysan kebijakan; 

m. memberikan informasi kebijakan strategis kepada pihak yang berkepentingan untuk 

rnewujudkan komunikasi yang sinergis; 
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n. melaksanakan koordinasi dalam un~ kef'ja, antar unit kerja, dengan lembaga 

masyarakat danlatau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guns 

tercapainya sinkronisasi pelaksanaan t~a; 

o. melaporkan kegiatan di bidang ioformasi dan kearsipan aebagai bentuk 

pertanggungjawaban kegiatan; 

p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ataaan sesuai dengan bidang 

tugasnya guna pencapaian tujuan organisasi. 

P1ragraf 1 

Sub Bidang Pelayanan lnformasl 

Pasal20 

Sub Bidang Pelayanan lnformasi mempunyai tugas pokok mengelola urusan bidang 

pelayanan informasi guna meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan informasi .. 

Pasal21 

Uraian tugas Kepala Sub Bidang Pelayan~n lnformasi adalah sebagai berikut : 

a. membuat kebijakan teknis pengelojaan pelayanan informasi sebagai bahan 

pertimbangan at~san dalam penetapa~ kebijakan teknis; 

b. membuat rencana program kerja djn jadwal kegiatan Sub Bidang Pelayanan 

lnformasi sebagai pedoman pelaksanarn tugas; 

c. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

d. menyelenggarakan publikasi dan pemutaran film keliling untuk menyampaikan 

informasi kepada masyarakat dala"l bidang pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku; 

e. menyelenggarakan pameran/expo lintas sektoral agar diperoleh sinergi dalam 

pengenalan produk dan potensi daerah; 

f . menyelenggarakan pembuatan layanan informasi dalam bentuk naskah materi siaran 

radio maupun lainnya yang mencaktp materi pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan untuk meluruskan bi s informasi yang terjadi dalam masyarakat 

guna tercapainya sinkronisasi dan opti alisasi pelaksanaan kegiatan; 

g. mengadakan pembinaan kepada lembaga penyiaran radio swasta, radio pemerintah 

dan televisi swasta sesuai dengan ketentuan perundangan yang bertaku; 

h. membina kepada bawahan untuk meningkatkan ketrampilan, profesionalisme dan 

pelayanan dalam pelaksanaan tugas; 

i. mengawasi pelaksanaan terhadap materi siaran radio, radio komunitas, dan televisi 

swasta agar sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku; 

j. memeriksa hasil pelaksanaan tugas ~wahan sebagai bahan evaluasi; 
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k. membimbing dan menilai kinerja ~han guna meningkatkan efektiYitas dan 

efisiensi pelakaanaan tugas; 

I. meneliti kelengkapan administrasi dan atau persyaratan teknis permohonan izin 

usaha pendirian radio dan televisi swasta di daerah untuk mengetahui kesesuaian 

dengan persyaratan yang ber1aku; 

m. menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data 

pelayanan informaai sebagai bahan an~lisis kebijakan; 

n. memberikan informasi kebijakan teknis bidang pelayanan informasi kepada 

masyarakat guna meningkatkan pelayanan; 

o. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga 

masyarakat dan/atau masyarakat terkait baik secara fonnal maupun informal guna 

guna sinkronisasi pelaksanaan tugas; 

p. melaporkan kegiatan Sub Bidang Pelayanan lnformasi sebagai pertanggungjawaban 

kegiatan; 

q. melaksanakan tugas-tugas lain yang 1iberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya 

dalam guna tercapainya tujuan organisasi. 
I 

Par~graf 2 

Sub Bidang Penerbitan Kearsipan dan Dokumentasi 

Pasal22 

Sub Bidang Penerbitan Kearsipan dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok mengelola 

bidang penerbitan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka transparansi penyampaian 

informasi dan kebebasan memperoleh infonnasi serta pemeliharaan arsip daerah. 

Pasal23 

Uraian tugas Kepala Sub Bidang Pen~rbitan, Kearsipan dan Dokumentasi adalah 

sebagaiberikut: 

a. membuat konsep kebijakan tekni~ pengelolaan penerbitan, kearsipan dan 

dokumentasi sebagai bahan pertimtangan atasan dalam penetapan kebijakan 

teknis; 

b. membuat rencana, program kerja dan jadwal kegiatan Sub Bidang Penerbitan 

Kearsipan dan Dokumentasi sebagai p,edoman pelaksanaan tugas; 

c. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

d. menyelenggarakan bimbingan dan ~valuasi terhadap kegiatan penerbitan dan 

dokumentasi guna optimalisasi pelayanan; 
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e. menyelenggarakan dokumentasi audiQ visual kegiatan penting secara lintas sektoral 

baik yang diselenggarakan oleh p,merintah maupun swasta sebagai bahan 

informasi bagi masyarakat; 

f. menyelenggarakan penyusunan naskah penerbitan kebijakan yang diperlukan 

dalam rangka mempercepat dan me~ kebijakan pemerintah daerah; 

g. menyelenggarakan penerbitan tabloidlmajalah/leaflets/ brosur yang berisi informasi 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai bentuk penyebar1uasan 

intormasi kepada masyarakat; 

h. menyelenggarakan pembinaan, penyuluhan, monitoring, pengembangan dan 

evaluasi pengelolaan kearsipan pada unit kerja guna optimalisasi pelayanan 

kearsipan; 

i. membimbing bawahan meningkatk,n kinerja guna efisiensi dan efektivitas 

penyelenggaraan kegiatan penerbitan dan dokumentasi; 

j. mengawasi kegiatan bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam 

penyetenggaraan kegiatan penerbitan dan dokumentasi; 

k. memeriksa hasil pelaksanaan tugas ~wahan sebagai bahan evaluasi; 

I. membimbing dan menilai kinerja bfNahan guna meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi pelaksanaan tugas; 

m. menyelenggarakan kegiatan invent~risasi, pendataan dan pemutakhiran data 

penerbitan dan dokumentasi sebagai t;>ahan analisis kebijakan; 

n. memberikan infonnasi kebijakan tek111is kepada masyarakat guna meningkatkan 

pemahaman tentang penyelenggaraan kegiatan penerbitan dan dokumentasi; 

o. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga 

masyarakat dan/atau masyarakat te"1ait baik secara fonnal maupun infonnal guna 

tercapainya sinkronisasi pelaksanaan tugas; 

p. melaporkan kegiatan Sub Bidang Perierbitan Kearsipan dan Dokumentasi sebagai 

pertanggungjawaban kegiatan; 

q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya guna tercapainya tujuan or~anisasi. 

Bagi~n Kalima 

Bidang Telematika 

Paral 24 

Bidang Telematika mempunyai tugas ~kok mengelola urusan bidang telematika 

Daerah dalam rangka meniadakan hamb,tan pertukaran infonnasi, mempennudah dan 

mempercepat dalam pertukaran akses informasi antar masyarakat dan Pemerintah. 
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P_.125 

Uraian tugas Kepala Bidang T elematika adalah sebagai berikut : 

a. mengkoordinasikan pembuatan konsep kebijakan teknis pengelolaan telematika 

guna tercapainya sinkronisasi dalam penetapan kebijakan teknil. 

b. mengkoordinasikan pembuatan rencapa program kerja dan jadwal kegiatan Bidang 

Telematika guna tercapainya sinkroni~si penetapan rencana dan program kerja; 

c. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

d. mengkoordinasikan penyelenggaraan sistem informasi dan telematika sesuai 

dengan ketentuan yang bertaku guna Jercapainya sinkronisasi pelaksanaan tugas; 

e. mengkoordinasikan pemberian pembinaan terhadap masyarakat telematika dan 

pengguna sistem dan teknologi informasi guna tercapainya sinkronisasi 

pelaksanaan kegiatan; 

f. mengkoordinasikan bawahan di lingkungan Bidang Telematika melalui rapat atau 

perintah langsung agar terjalin kerja sama yang harmonis serasi dan saling 

mendukung dalam pelaksanaan tugas; 

g. mengkoordinasikan pengawasan da~ evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem 

informasi dan telematika Daerah agar terjaga kehandalannya; 

h. mengkoordinasikan pengawasan terh,dap pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang 

Telematika melalui laporan atau lipngsung untuk mengetahui perkembangan, 

hambatan dan upaya tindak lanjut penyelenggaraan telematika dan sistem informasi 

guna tercapainya sinkronisasi pelaksanaan tugas; 

i. memeriksa hasil pelaksanaan tugas qawahan sebagai bahan evaluasi; 

j. membimbing dan menilai kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi pelaksanaan tugas; 

k. mengkoordinasikan inventarisasi, 

informasi dan telematika guna 

kebijakan; 

pendataan dan pemutakhiran data sistem 

t,rcapainya sinkronisasi bahan perumusan 

I 

I. memberikan informasi kebijakan st~egis kepada masyarakat bidang sistem 

lnformasi dan telematika guna meningkatkan pemahaman; 

m. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga 

masyarakat dan/atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal _guna 

tercapainya sinkronisasi pelaksanaan tugas; 

n. melaporican kegiatan bid~ng telematika sebagai pertanggungjawaban kegiatan; 

o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya 

guna tercapainya tujuan organisasi. 
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Paragraf 1 

Sub Bidang Teknologi lnformasi dan Pengolahan Data 

Pasal26 
Sub Bidang Teknologi lnformasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas pokok 

mengelola urusan teknologi informasi dan sistem informasi yang mencakup penerapan 

dan pemeliharaan sistem serta melaksanakan perekaman, verifikasi, pengendalian dan 

dokumentasi data Sistem lnformasi Manajemen Daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangan yang berlaku. 

Pasal27 

Uraian tugas Kepala Sub Bidang T eknologi lnformasi dan Pengolahan Data adalah 

sebagai berikut : 

a. membuat konsep kebijakan teknis pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan 

data sebagai bahan pertimbangan atasan dalam penetapan kebijakan. 

b. membuat, rencana program kerja da~ jadwal kegiatan Sub Bidang Teknologi dan 

Pengolahan Data sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

c. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

d. menyelenggarakan kajian dan standarisasi hardware dan software perangkat sistem 

informasi dan telematika Daerah agar terjaga integritas dan kehandalannya 

e. menyelenggarakan pengembangan dan pembangunan jaringan komputer (Local 

Area Network/Wide Area Network) serta aplikasi multimedia untuk mendukung 

penyelenggaraan telematika daerah; 

f. menyelenggarakan analisis sistem program dan pengolahan data Simda sesuai 

dengan ketentuan perundangan yang berlaku; 

g. menyelenggarakan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan serta 

dokumentasi data Simda sebagai sarana komunikasi data dan informasi melalui 

internet dan intranet; 

h. menyelenggarakan sistem informasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta 

telematika daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 

i. menyelenggarakan inventarisasi dan pengelolaan data bidang pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan sebagai bahan masukan dalam pengambilan 

keputusan dan perumusan kebijakan; 

j. membimbing kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Teknologi 

lnformasi dan Pengolahan Data agar dapat melaksanakan tugas dengan baik; 

k. membimbing dan menilai kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi pelaksanaan tugas; 
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I. memberikan informasi kebijakan teknis bidang teknok>gi informasi dan pengotahan 

data kepada masyarakat dan untuk meningkatkan pemahaman terhadap 

pengelolaan teknologi informasi; 

m. melaksanakan koordinasi dalam un~ kerja, antar unit kerja, dengan lembaga 

masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna 

tercapainya sinkronisasi pelakaanaan ~gas; 

n. melaporkan kegiatan teknologi informasi dan pengolahan data sebagai 

pertanggungjawaban kegiatan; 

o. melaksanakan tugas-tugas lain yang ~iberikan oleh atasan sesuai dengan bidang 

tugaSnya guna tercapainya tujuan organisasi. 

Paragraf 2 

Sub Bidang Sandi dan Telekomunikasi 

Pasa128 

Sub Bidang Sandi dan Telekomunikasi mempunyai tugas pokok mengelola urusan 

bidang sandi dan telekomunikasi daTrah sesuai dengan ketentuan ~raturan 

~ ndang-undangan yang bertaku. 

Pasal29 

Uraian tugas Kepala Sub Bidang Sandi dan Telekomunikasi adalah sebagai berikut: 

a. membuat konsep kebijakan teknis pengelolaan sandi dan telekomunikasi sebagai 

bahan pertimbangan atasan dalam penetapan kebijakan. 

b. membuat, rencana program kerja dan jadwal kegiatan Sub Bidang Sandi dan 

Telekomunikasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

c. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

d. menyelenggarakan pengiriman dan penerimaan berita/surat, kawat/radiogram baik 

dalam bentuk terang (plain) maupun kode (sandi} sesuai dengan ketentuan yang 

bertaku; 

e. menyelenggarakan pengelolaan dan pengendalian peralatan Sistem Komunikasi 

Departemen Dalam Negeri (Siskom4agri} dan Sentral Private Automatic Branch 

Exchange (PABX} agar terjaga integ"'3s dan kehandalannya; 

f. membimbing bawahan dalam pela~sanaan kegiatan Sub Bidang Sandi dan 

Telekomunikasi guna meningkatkan ef8ktivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan; 

g. membina dan memfasilitasi unit k,rja dalam rangka pemanfaatan/penggunaan 

telekomunikasi daerah guna meningk,tkan efektivitas dan efisiensi penggunaan; 
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h. membimbing kepada bawahan untuk meningkatkan ketrampilan, profesionalisme 

dan pelayanan dalam pelaksanaan t~as; 

i. memberikan informasi kebijakan teknis kepada masyarakat tentang pemanfaatan, 

pemeliharaan dan pengendalian sentral PABX serta peralatan Siskomdagri guna 

optimalisasi pelayanan; 

j. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga 

masyarakat danlatau masyarakat te~ait baik secara formal maupun informal guna 

tercapainya sinkronisasi pelaksanaan tugas; 

k. melaporkan kegiatan Sub Bidang Sandi dan Telekomunikasi sebagai 

pertanggungjawaban kegiatan; 

I. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya 

dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. 

Bagiafl Ketujuh 

ppr 
Pasal30 

Tugas pokok, uraian tugas dan tata ke~a UPT diatur kemudian dengan Peraturan 

Bupati. 

Bagian Kedelapan 

Kelompok Jat,atan Fungsional 

Pasal31 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang 

menunjang pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan keahlian bidang masing­

masing berdasarkan ketentuan yang berlaku; 

(2) Jumla~batan/~gsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja; 

(3) Pembinaan te~adap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

BABIV 

TATtKERJA 

P8f181 32 

Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan 

oleh Bupati. 
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Paul 33 

Bagian dan Bidang masing-masing dipimpin oleh Kepala Bagian dan Kepala Bidang, 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, sedangkan Sub 

Bagian dan Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang yang 

masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian dan 

Kepala Bidang yang membawahinya. 

Pasal 34 

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing­

masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang paling senior kepangkatannya 

dan ditunjuk oleh Kepala Badan. 

Pasal35 

Oalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala 

Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang serta para Pejabat Fungsional pada Badan wajib 

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal 

dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain 

sesuai dengan tugas pokoknya. 

Pasal 36 

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi ~alam lingkungan Badan bertanggung jawab 

memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan 

petunjuk bagi pelaksanaan tugas. 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi harus menaati perintah petunjuk atasan dan 

bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan 

berkala tepat pada waktunya. 

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya 

wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih 

lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. 

(4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan 

wajib disampaikan kepada satuan orgainsasi lain yang secara fungsional 

mempunyai hubungan kerja. 

(5) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan 

organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada 

bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala. 
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Pasal37 

Para Kepala Sidang, Kepala UPT dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Sadan 

menyampaikan laporan kepada Kepala Sadan dan berdasarkan laporan tersebut Kepala 

Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala Sadan. 

BABY 

KETENTUfN LAIN-LAIN 

P"l-8138 

(1) Rincian tugas jabatan struktural dan uraian tugas jabatan fungsional umum 

ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Sadan berdasarkan formasi jabatan 

yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

(2) Pembentukan sub-sub kelompok jabatan fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan 

Peraturan Kepala Sadan berdasarkan jumlah, sifat, jenis dan beban kerja. 

BABVI 

KETENTUf'N PENUTUP 

Pasal39 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepalfi Badan. 

Pasal40 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal djundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas. 

Diundan9kan di Purwokerto 
Pada Tanggal ... ?:l ... P~/r ... ~ .. 

SEKRETARIS DAERAM KABUPATEN 
NYUMAS 

Disahkan di Purwokerto 

pada tanggal 2 l I.Jt C 2004 

22 


